
BUPATITAKALAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURANBUPATITAKALAR 

NOMOR 27 TAHUN 2 0 2 1  

TENT ANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa u ntu k melaksanakan ketentuan pasal 

1 1  Peraturan Daerah Kabupaten Takala r 

Nomor 02 Tahun 2 0 2 1  tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah 
Tahun Anggaran 2 0 2 1 ,  per lu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2 0 2 1 ;  

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tah un 

1959  tentang Pembentukan Daerah 

Daerah Tingkat I I  di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indones ia  

Tahun 1959  Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822) ;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republ ik lndonesiaTahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik lndonese ia  Nomor  
3851) ;  



3. Undang-Undang omor 17 Tahun 
2003  tentang Keuangan egara 
(Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 2003 omor 47, 
Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia omor 4286) ;  

4. Undang-Undang omor 1 Tahun 
2004 ten tang Perbendaharaan egara 
(Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 2004 omor 5, 
Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia omor 4355);  

5. Undang-Undang omor 25 Tahun 
2004 ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran egara 
Republ ik Indones ia  Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones ia  omor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pu sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan 
Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 1 2 3 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043) ;  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribus i  Daerah (Lembaran Negara 
Repub l ik Indones ia  Tahun 2009  
Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Repub l ik Indones ia  Nomor 
5049) ;  
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Negara Republ ik Indonesia Nomor 
4575);  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2 0 1 0  ten tang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indones ia  Tahun 
2 0 1 0  Norn or 123 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5165) ;  

16 Peraturan Pemerintah Nomor 83 
Tahun 2 0 1 2  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Pol it ik (Lembaran 
Negara Republik I ndones i a  Tahun 
2 0 1 2  Nomor 195,  Tambahan 
Lembaran Negara Repub l ik  I ndones ia  
No m o r 5 3 5 1 ) ;  

17. Peraturan Pemer intah Nomor 1 2  
Tahun 2 0 1 7  tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah ( Lembaran 
Negara Republ ik Indones ia  Tahun 
2 0 1 7  Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik  Indones ia  Nomor 
6041) ;  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2 0 1 7  tentang Hak Keuangan 
dan Administrasi  P impinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 7  Nomor 106);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2 0 1 9  tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2 0 1 9  
Nomor 42) 

20. Peraturan Menter i  Da lam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2 0 0 6  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daer ah .  sebagaimana telah diubah 
beberapa kal i  terakh ir  dengan 
Peraturan Menteri Da lam Neger i  2 1  
Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Menteri  Da lam Negeri 
Nomor  1 3  Tahun 2 0 0 6  tentang 
Ped om an Pengelo laan Keuangan 
Daerah ;  

21 .  Peraturan Menter i  Da lam Negeri 
Nomor 1 6  Tahun 2 0 0 7  tentang Tata 
Cara Eva luas i  Rancangan Peraturan 
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Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan ancangan 
Peraturan Kepala Daer ah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri  
Da lam Negeri  No m o r  3 6  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri  Da lam Negeri No m o r 1 6  
Tahun 2 0 1 1  tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan  dan  
Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2 0 1 1  
Nomor 525) ;  

22. Peraturan Menteri  Da lam Negeri 
Nomor 3 2  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 99 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Perubahan Kel ima Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 2  
Tahun 2 0 1 1  ten tang Ped om an 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia l  
yang bersumber dari  Anggaran 
Pendapatan dan Se lan ja  Daerah 
(Serita Negara Repub l ik  Indones i a  
T ahun 2 0 1 8  Nomor 5 6 5 ) ;  

2 3 .  Peraturan Menteri  Da l a m  Neger i  
N o m or  52 T a h un 2 0 1 2  T ent a ng 
Pedoman Pengelo laan lnvestas i  
Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republ ik  Indone s i a  T ahun 2 0 1 2  
Nomor 7 5 4 ) ;  

24. Peraturan Pemerintah No m o r  83 T a h u n 
2 0 1 2  tentang Pe rubahan Atas Peraturan 
Pemer intah No m or 5  Tahun  2 0 0 9  
tentang Santuan Keuangan kepada 
Partai Pol i t ik  (Lernbaran Negara 
Re p ub l i k  I ndones ia  Tahun 2 0 1 2  No m o r  
195 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik  I ndones ia  Nomor 5 3 5 1 ) ;  

25. Peraturan Menter i  
N omor 2 6  T ahun 

Dala m  
2 0 1 3  

Neg ri 
t ntang 
M ' I l l  ri 

v 
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Menetapkan 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
ten tang Pedoman Tata Cara 
Perhitungan, Penganggar'an Dalam 
APBD, Pengajuan,  Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

26. Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 62 tahun 2 0 1 7  tentang 
Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Serita Negara Republik 
Indones ia  Tahun 2 0 1 7  Nomor 1067) ;  

27. Peraturan Menteri  Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2 0 1 8  tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Polit ik; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 70 Tahun 2 0 1 9  ten tang Sistem 
lnformasi Pemerintahan Daerah; 

29. Permendagri Nomor  90 Tahun 2 0 1 9  
tentang Klasifikasi ,  Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunandan Keuangan Daerah; 

30. Permendagri N o m o r  64 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2 0 2 1 ;  

31 .  Keputusan Gubernur Sulawesi Sela tan 
Nomor 2210/X/Tahun 2021  tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Takalar tentang 
Penjabaran Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2021 .  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATl TAKALAR TENTANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2 0 2 1 .  
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021  semula 

sebesar Rp. 1,195, 700,499, 716.00 bertambah sebesar 

Rp 311 .776.490.650,77 -  dengan rincian sebagai be r i ku t :  

1 .  Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp. 1 ,170,400,499, 7 16 . 00  

b. Bertam bah/ (Berkurang) Rp. (30.683.  712 .552 ,23)  

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1 . 1 39 .  7 16 .  787 . 163 ,  77 

setelah Perubahan 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 1,195,700,499, 716 .00  

b. Berta m bah/ (Ber ku rang) Rp. 311 .776.490.650,  77 

Jumlah Belanja Daerah Setelah Rp. 1 .507.4 76. 990.366, 77 

Peru bah an 

3. a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp. 33,000,000,000.00 

2) Berta m bah/ (Berkura ng) Rp. 342.460.203.203,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 375 .460 .203 .203,00 

Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp. 7 ,700 ,000 ,000 .00 

2) Bertam bah/ (Berkura ng) Rp. 0 .00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 7, 700,000,000.00 

Setelah Perubahan 

Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 36 7. 760 .203 .203 ,00 

Sis a Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Rp. 0.00 
Perubahan 
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Pasal3  

Uraian Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, tercantum dalarn larnpiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini  terdiri 

d a r i :  

2. Larnpiran I I  

5. Lampiran V 

6. Larnpiran VJ 

3. Lampiran I l l  

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelornpok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis ,  Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan ,  Belanja ,  dan 
Pembiayaan ;  

Daftar Nama Pener ima ,  Alamat Penerima ,  dan 
Besaran H ibah; 

Daftar Nama Pener ima,  alamat penerima ,  dan 
besaran bantuan sosial 

Daftar Nama Penerima ,  alamat penerima ,  dan 
besaran bantuan keuangan bers ifat umum dan 
khusus 

Daftar Nama Calon Penerima ,  Alamat  Dan 
Besaran Alokas i  Be lan ja Bagi Has i l  Pa jak Daerah 
Kepada Pemerintah Desa 

R incian DBH-SDA pertambangan minyak bum i  
dan pertambangan gas alarn menurut urusan 
Pemerintahan Daerah ,  organisasi ,  program, 
keg iatan sub kegiatan ,  akun, kelompok, jen is ,  
objek, dan rinc ian objek pendapatan ,  belnja dan 
pembiayaan 

R inc ian dana tarnbahan infrastruktur menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan ,  akun, 
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan ,  belanja dan pembiayaan 

Larnpiran I 1. 

4. Lampiran IV 

7. Lampiran VI I  

8. Lampiran V I I I  

Pasal4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .  
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Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam 

peraturan in i  dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

peru n da ng-u nda nga n; 

Pasal 6 

Peraturan Bupati in i  mula i  berlaku pada tanggal d iundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Takalar 

Pada Tanggal 18 Oktober 2021  

Pad a pl 18 Oktober 2021  

I  DAERAH 

RAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021  NOMOR 27  
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